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KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TU

Menimbang

Mengingat

NOMOR

\ 2

pifl g

BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATUR%NGBUPATI ENDE

TAHUN 2021
TENTANG

GAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

bahwa sesuaj ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasj Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka
perubahan organisasi pada Instansi daerah kabupaten
hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan
oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian
Kabupaten Ende;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Ende (Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende
Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ENDE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

NOD.B WD -

®

Daerah adalah Kabupaten Ende.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

Bupati adalah Bupati Ende.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.

Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ende.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur
pelaksana teknis di Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
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BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang pertanian.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a. Sekretariat;
b. Bidang terdiri atas:

Bidang Tanaman Pangan;

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Bidang Hortikultura;

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;

Bidang Perkebunan;

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pertanian.
¢. Kelompok Jabatan Fungsional;

d. UPT.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh
Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka
2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 dipimpin
oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.

ovin B 82 b e

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

Pa )
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(2)

(2)

(1)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan Kkesehatan
hewan serta penyuluhan pertanian;

b. penyusunan programa penyuluhan pertanian;

pengembangan prasarana pertanian;

pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih

tanaman, benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak;

pengawasan penggunaan sarana pertanian;

pembinaan produksi di bidang pertanian;

pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan

penyakit hewan;

pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

pelaksanaan penyuluhan pertanian;

pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis pertanian;

pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;

pelaksanaan administrasi Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

a0
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Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan

administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang
produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan
dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

penataan organisasi dan tata laksana;

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

™o oo

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan
kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan
barang milik daerah.

Pataf

HIAl

Dipindai dengan CamScanner




(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padg ayat (1)
Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan persuratan;
b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban
kantor;
pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
pengelolaan kehumasan.

oo Q

Bagian Kedua
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 8

(1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis
serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan,
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan,;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang
tanaman pangan;

c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman
pangan;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang
tanaman pangan;

e. pengendalian dan penaggulangan hama penyakit, penanggulangan
bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman
pangan;

f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran
hasil di bidang tanaman pangan,;

g pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis di bidang tanaman
pangan;

h. pemantauan dan evaluasi bi bidang tanaman pangan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

[
.

Bagian Ketiga
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 9

(1) Bidang Petenakan dan Kesechatan Hewan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan
dan kesehatan hewan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebjjakan di bidang benih/ bibit, produksi, .
peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan
dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

~b.  pengelolaan sumber daya genetik hewan;
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pengendalian peredaran dan penyediaan benih/ bibit ternak,
pakan ternak dan benih/ bibit hijauan pakan ternak; .

pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
pengendalian penyakit hewan dan penjaminan keschatan hewan;
pengawasan obat hewan;

pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk
hewan;

pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan
masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

pemberian izin/ rekomendasi di bidang peternakan, keschatan
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran
hasil di bidang peternakan;

pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan
hewan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Hortikuktura

Pasal 10

(1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

C.

penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan,
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;

penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang
hortikultura;

pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang
hortikultura;

pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,
penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim dj
bidang hortikultura;

pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis dj bidang hortikultura;
pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 1]
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

(1)

(2)

a.

b.

C.

d.

m o

penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi
pertanian;

penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk,
pestisida serta alat dan mesin pertanian;

pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;

pemberian fasilitasi investasi pertanian;

pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana
pertanian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Perkebunan

Pasal 12

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

c.
d.

P @

penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi,
perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang
perkebunan;

pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang
perkebunan;

pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,
penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di
bidang perkebunan;

penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di
bidang perkebunan;

pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran
hasil di bidang perkebunan;

pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketujuh

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Pasal 13

{1) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(2)

Pertanian mempunyai tugas merencanakan operasional,
mengendalikan  dan  mengevaluasi  kegiatan  penyuluhan  dan
pengembangan sumber daya manusia pertanian meliputi, kelembagaan
dan ketenagaan penyuluhan, penyelenggaraan penyuluhan serta
program dan evaluasi penyuluhan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk meningkatkan penyelenggaraan,
kemampuan dan kapasitas penyuluh.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. memverifikasi langkah-langkah operasional bidang penyuluhan
dan pengembangan sumber daya manusia pertanian berdasarkan
rencana Kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta
sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. memverifikasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan
program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya
manusia pertanian;

¢. mengkoordinasi pelaksanaan penyuluhan pertanian  dan
pengembangan sumber daya manusia pertanian;

d. memverifikasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan
pertanian;

¢. mengkoordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan,
pendidikan, dan pelatihan pertanian;

f.  mengkoordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
penyelengaraan penyuluhan pendidikan, dan pelatihan sumber
daya manusia pertanian;

g8 mengkoordinasi pelaksanaan administrasi bidang penyuluhan dan
pengembangan sumber daya manusia pertanian;

h. memverifikasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan
program di bidang penyuluhan;dan

i.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas,

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1)

dengan bidang tenaga fungsional masin
peraturan perundang-undangan.

huruf ¢ mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
g-masing berdasarkan ketentuan
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(1)

2)

§)

()

(1)

(2)

)

(4)

Pasal 15

Kelqmpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas

usul Kepala Dinas.

Lliurplah Jabatan Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban
erja.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 16

Selain Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 terdapat unit organisasi Jabatan
Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan
tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang
merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik
bersifat teknis maupun administratif bersesuaian dan/atau dapat
dilaksanakan oleh jabatan fungsional.
Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan
fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sub
koordinator pelaksana fungsi pelayanan fumngsional sesuai dengan
ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan
tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing
pengelompokan uraian fungsi.

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

sub koordinator substansi keuangan;

sub koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan;

sub koordinator substansi serealia;

sub koordinator substansi aneka kacang dan umbi;

sub koordinator substansi pengolahan dan pemasaran hasil
tanaman pangan;

sub koordinator substansi perbibitan, pakan dan produksi ternak;
sub koordinator substansi kesehatan hewan;

sub koordinator substansi kesehatan masyarakat veteriner,
pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

sub koordinator substansi buah dan florikultura;

sub koordinator substansi sayuran dan tanaman obat;

sub koordinator substansi pengolahan dan pemasaran hasil
hortikultura;

sub koordinator perluasan areal, irigasi dan perlindungan lahan;
sub koordinator substansi alat dan mesin pertanian;

sub koordinator substansi perlindungan tanaman, pupuk dan
pestisida;

sub koordinator substansi tanaman semusim dan rempah;

sub koordinator substansi tanaman tahunan dan penyegar;
sub koordinator substansi pengolahan dan pemasaran hasil

perkebunan;
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r.  sub koordinator substansi kelembagaan dan ketenagaan
penyuluhan;
s. sub koordinator substansi penyclenggaraan penyuluhan; dan
t.  sub koordinator substansi program dan evaluasi penyuluhan.
(5) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang,

Bagian Kesembilan
UPT

Pasal 17

(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari
Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Pembentukan UPT scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan sccara tertulis
kepada Gubernur scbagai Wakil Pemerintah Pusat.

BAB V
JABATAN

Pasal 18

(1) Jabatan pada Dinas terdiri dari:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon ILb atau Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama;
b. Sekretaris Dinas merupakan ja
Administrator;
¢. Kepala Bidang merupakan ja

Administrator,
d. Kepala Subbagian dan Kepala UPT merupakan jabatan eselon IV.a

atau Jabatan Pengawas.
(2) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Jabatan

Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

(3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis
jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

batan eseclon [ll.a atau Jabatan

batan eselon IIL.b atau Jabatan

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Dinas dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Dinas diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pa
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(2)

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas w.
persyaratan kompetensi:

a. teknis;
b. manajerial; dan
¢. sosial kultural.

(3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pegawai  Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan harus
memenuhi kompetensi pemerintahan,

ajib memenuhi

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

(1) Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam
melaksanakan tugas dan fu

ngsi, menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi.
(2) Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan
sistem pengendalian internal di lingk i i
(3) Setiap Jabatan sebagaimana dimaks

(4) Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan mas

ing-
masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

(1) Segala biaya yang dikeluarkan untu

k pelaksanaan kegiatan yang
mendukung tugas pokok dan fungsi i

,» dibebankan pada
()

Penyusunan anggaran dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB ViII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

n Bupati ini mulaj berlaku, pejabat yang ada tetap
m?laksanakan tugas dan fungsi jabatannya sampai dengan dilantiknya
pejabat bary berdasarkan Peraturan Bupati ini.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten
Ende Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah

Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
; Desember 2021

Diundangkan di Ende :
pada tanggal Q’f, Des U’h{qGTQO2 1

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR K 7-

Pataf
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LAMPIRAN
NOMOR

TANGGAL 56

I"PERATURI\N BUPATI ENDE
TAHUN 2021

27 Desember 2p9,

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN ENDE

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAR
FUNGSIONAL

1

BIDANG PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN

BID ERNAKAN DAN BIDANG PRASARANA
ANG PET BIDANG PERKEBUNAN
BIDANG HOLTIKULTURA DAN SARANA
BIDANG TANAMAN PANGAN KESEHATAN HEWAN "
PERTANIA
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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